BANTUAN PROVINSI JATENG AKOMODIR REHAB 235 UNIT RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI (RTLH) DI KABUPATEN TEGAL

Sumber Gambar:
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Isi Berita:

DISWAYJATENG, SLAWI - Anggaran bantuan Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) akhirnya disalurkan atau ditransfer ke Rekening Kas
Desa. Sesuai rencana, bantuan provinsi ini akan direalisasikan untuk peningkatkan kualitas
RTLH sebanyak 235 unit rumah, dimana masing-masing KK mendapatkan nominal sekitar
Rp20 juta.

Kepala Dinas Perkim Jaenal Dasmin melalui Plt Sekretaris Dinas merangkap Kabid
Kawasan Permukiman Jeruri menyatakan, bantuan Pemprov Jawa Tengah ini akan
dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tingkat desa.

Ketentuan atau kriteria penerima bantuan program rehab RTLH ini sudah tercantum dalam
Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2023. Antara lain, masyarakat berpenghasilan
rendah atau mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum kabupaten.

"Sudah berkeluarga, memiliki sebidang tanah milik pribadi, masuk dalam data terpadu
kesejahteraan sosial dan sejumlah kriteria lainnya," ujarnya, Jumat (28/62024).

Target program rehab RTLH tahun 2024 ini adalah 1.300 unit rumah atau masih kurang
sekitar 486 unit lagi. Sehingga dia berharap target tersebut dapat ditutup dari sumber
bantuan anggaran lainnya. Pemerintah Kabupaten Tegal telah berhasil merehab sebanyak
9.521 unit RTLH sepanjang tahun 2016 hingga 2023.

Sementara itu, Pemkab Tegal telah mengalokasikan anggaran APBD II sebesar Rpl11,28
miliar untuk merehab 564 unit RTLH tahun 2024 ini. Jika ditambah dengan bantuan
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keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp5 miliar, total keseluruhan anggaran yang ada

mencapai Rp16,28 miliar. Dari alokasi anggaran tersebut, sedikitnya ada 814 keluarga

miskin yang akan menerima manfaat dari pelaksanaan program bantuan sosial ini.

"Kami juga terus berupaya untuk bisa mendapatkan anggaran penuntasan RTLH di 12 desa

tertinggal dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, " ungkapnya. (adv)

Sumber Berita:

1.

https://jateng.disway.id/read/690005/bantuan-provinsi-jateng-akomodir-rehab-23 5-unit-
rth-di-kabupaten-tegal, “Bantuan Provinsi Jateng Akomodir Rehab 235 Unit RTH di
Kabupaten Tegal”, tanggal 28 Juni 2024.
https://jogja.disway.id/read/677133/anggaran-banprov-akomodir-rehab-235-unit-rtlh-di-
kabupaten-tegal, “Anggaran Banprov Akomodir Rehab 235 Unit RTLH di Kabupaten
Tegal”, tanggal 29 Juni 2024.

Catatan :

Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak
terduga; dan belanja transfer.! Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai;
belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja
bantuan sosial.? Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja
bantuan keuangan.?

Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka
kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan
tertentu lainnya. * Bantuan keuangan terdiri atas:’ bantuan keuangan dari Daerah
provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.®

Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah.
Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam

rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau

! Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)
2 Ibid, Pasal 56 ayat (1)

3 Ibid, pasal 56 ayat (4)

4 Ibid, Pasal 45 (1)

5 Ibid, Pasal 45 ayat (2)

6 Ibid, Pasal 67 ayat (2)
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tujuan tertentu lainnya.” Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah

provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.®

Catatan AKhir :

1.

Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi
persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.
07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)

Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2)
kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap
terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga
variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar
(WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).

Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak
memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi
syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi
dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak
Huni Berbasis Web”)

Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi
syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20
Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar
sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan
PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat

suatu instansi

7 Ibid, Pasal 45 ayat (1)
8 Ibid, Pasal 45 ayat (2)
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